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Tak Ada Alat Uji Corona di Kalsel, DPR RI Perjuangkan 

Anggaran di Pusat 

 

Ilustrasi.Foto 

 

 

Kendati Corona telah ditetapkan Presiden sebagai bencana nasional non alam, namun 

instrumen kesehatan untuk mencegah dan mengetahui sebaran virus COVID-19 ini masih 

sangat terbatas, ucap Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan, Rifqinizamy 

Karsayuda Rifqi. 

Diharapkan Pemerintah melalui Kemenkes RI dapat segera mendistribusikan alat uji 

corona ke seluruh wilayah nusantara, termasuk Kalsel. Selain itu, pemerintah daerah dan 

DPRD mesti pro aktif berkoordinasi dengan menyiapkan anggaran untuk alat uji dan langkah 

lainnya. 

Meskipun, RSUD Ulin ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan pasien corona, 

namun rumah sakit itu sampai sekarang tidak memiliki alat uji Covid-19. Sehingga 

keberadaannya sebagai rumah sakit rujukan tak maksimal. 

Saat ini sedang dilakukan koordinasi dengan rekan-rekan di DPR RI untuk mendorong 

pemerintah agar lebih fokus pada penanganan Covid-19 dan mendiskusikan sejauh mana 

APBN 2020. Kami segera revisi dan dananya difokuskan pada pemberantasan Covid-19. 

 

 

 

 

https://apahabar.com/2020/04/prihatin-warga-terdampak-covid-19-2-agen-lpg-di-kotabaru-bagikan-200-paket-beras/
https://apahabar.com/2020/04/prihatin-warga-terdampak-covid-19-2-agen-lpg-di-kotabaru-bagikan-200-paket-beras/
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Sumber Berita: 

1. http://apahabar.com, Tak Ada Alat Uji Corona di Kalsel DPR RI Perjuangkan Anggaran 

Di Pusat, Selasa, 17 Maret 2020 

2. https://Kalselpos.com, Tak ada Alat Uji Corona Kalsel Harus Waspada, Rabu, 17 Maret 

2020 

 

 

Catatan Berita: 

Kementerian Keuangan menerbitkan Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran 

dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 

yang ditandatangani Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Jakarta pada tanggal 16 Maret 

2020. 

Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan DBH, DAU, dan DID 

TA 2020 dalam rangka Penanggulangan Coronavirus Disease COVID-19 diundangkan 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan 

Widodo Ekatjahjana pada tanggal 16 Maret 2020 di Jakarta. 

Latar Belakang Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan 

DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19 adalah: 

a. bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) 

di Indonesia, diperlukan adanya respon tanggap dari Pemerintah untuk melindungi 

kesehatan dan keselamatan jiwa; 

b. bahwa dalam rangka merespon Covid-19 di wilayah Indonesia terhadap kesehatan dan 

keselamatan jiwa, perlu dilakukan penyesuaian sementara pada persyaratan penyaluran 

dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah 

dengan tetap berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian dan dapat 

dipertanggungjawabkan; 

c. bahwa diperlukan payung hukum yang akomodatif dan aplikatif dalam rangka 

penyesuaian terhadap penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Insentif Daerah untuk merespon COVID-19 dalam bentuk Peraturan 

Menteri Keuangan; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan 

huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyaluran dan 

Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 
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Anggaran 2020 dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-

19); 

 

Berikut adalah isi Permenkeu 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan 

DBH, DAU, dan DID TA 2020 dalam rangka Penanggulangan COVID-19: 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

3. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan 

dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari 

pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 

desentralisasi. 

4. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang 

dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan 

keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. 

5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT 

adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil 

cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. 

6. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disebut DBH SDA adalah 

bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, 

mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas 

bumi, dan pengusahaan panas bumi. 

7. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Gas Bumi yang 

selanjutnya disingkat DBH SDA Migas adalah bagian daerah yang berasal dari 
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penerimaan sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas 

bumi. 

8. Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah bagian dari dana 

TKDD yang bersumber dari APBN kepada daerah tertentu berdasarkan kriteria 

kategori tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan 

dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, 

pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan 

masyarakat. 

9. Pencegahan dan/atau Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya 

disingkat Covid-19 adalah serangkaian kegiatan pencegahan dan/atau 

penanganan Covid-19 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian 

dan/atau lembaga yang berwenang. 

10. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

Pasal 2 

1. Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini, meliputi penyaluran dan 

penggunaan DBH, DAU, dan DID Tahun Anggaran 2020. 

2. DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  

a. DBH CHT; 

b. DBH SDA selain DBH SDA Kehutanan; dan 

c. DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus. 

Pasal 3 

1. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan belanja wajib bidang kesehatan yang 

besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dalam APBD 

danjatau Perubahan APBD. 

2. Belanja wajib bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan 

untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19. 
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BAB II 

PENYALURAN 

Pasal 4 

1. Penyaluran DBH SDA triwulan II dan triwulan III dan penyaluran DAU bulan 

Mei 2020 sampai dengan September 2020 Tahun Anggaran 2020 dilaksanakan 

dengan ketentuan sebagai berikut:  

a. Pemerintah Daerah telah menyampaikan Laporan Kinerja Bidang 

Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19; dan 

b. Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk pencegahan dan/atau penanganan 

Covid-19 menunjukkan realisasi pelaksanaan kegiatan. 

2. Penyaluran DID Tahap I dan Tahap II Tahun Anggaran 2020 untuk Kelompok 

Kategori Pelayanan Dasar Publik Bidang Kesehatan dilaksanakan secara 

bersamaan paling cepat bulan Maret 2020 dan paling lambat bulan Juni 2020. 

 

BAB III 

PENGGUNAAN 

Pasal 5 

1. DBH CHT yang dialokasikan untuk bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, 

Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat 

digunakan untuk kegiatan pencegahan danjatau penanganan Covid-19. 

2. DBH SDA Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk 

bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-

undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua Barat, dapat 

digunakan untuk kegiatan pencegahan danjatau penanganan Covid-19. 

3. DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19. 

 

BAB IV 

PENGENDALIAN 

Pasal 6 

1. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020, terhadap 

penyaluran sebagian DAU Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan pemotongan 
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yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan. 

2. Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal daerah 

tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

ayat (1) selama dua bulan berturut-turut. 

3. Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan 

mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan perkiraan kebutuhan belanja 

daerah tiga bulan ke depan. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(3) diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan. 

 

BAB V 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 7 

1. Sepanjang tidak diatur khusus dalam Peraturan Menteri ini, pengelolaan DBH 

CHT, DBH SDA selain DBH SDA Kehutanan, DBH SDA Migas dalam rangka 

otonomi khusus, dan DID dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi 

Umum, dan Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil 

Cukai Hasil Tembakau, dan PMK 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 

Insentif Daerah. 

2. Ketentuan mengenai format Laporan Kinerja Bidang Kesehatan untuk 

pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

3. Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan bulan September Tahun Anggaran 

2020. 

BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, terhadap permohonan penyaluran DID 

tahap I Tahun Anggaran 2020 yang telah disampaikan oleh gubernur/bupati/wali kota 
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kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, penyalurannya dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 9 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri 

ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 


